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ABSTRAK

Dulam rangka meningkatkan pembangunan nasional, salah sat sarans yang
banyak menjadi sorotan masvarakat luas adalah lembaga keuangan non bank. Lembaga
keuangan non bank vang dapat menyalurkan kredit adalah Perum Pegadaian. Perum
Pegadaian mempunyai salah sate produk vaite Kredit Angsuran fidusia (KREASL.
[alam Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) ini barang jaminan tetap berada di tangan
debitur (pemberi fidusia) dan bukti hak Kepemilikan berada di tangan kreditur (penerima
fidusia). Penyaluran Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) ini juga mengandung resiko
tidak dapat dikembalikannya dana tersebut oleh debitor karena Wanprestasi, Wanprestasi
adalah dasar untuk dilakukannva eksekusi terhadap barang jaminan vang herada ditangan
debitor. Dalam penulisan skripsi dicoba mengkaji beberapa permasalahan vaitu: a)
Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Menunn Surat Edaran Perum
Pegadaion Nomor 11 Tahun 2005 dan keabsahan pelaksanaan eksekusi barang jaminan
tersebut menurut  Sural Edaran Perum Pepadaion Nomor |1 Tahun 2005 dikaitkan
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 wntang jaminan Fidusia, ¢)kendals-
kendala apa sajn yang dihadapi pada Pelakasanaan Fksckusi Barang Jaminan Kredit
Angsuran Fidusia Pada Perum Pegadaian Kanwil 1l Padang secara teori maupun prakick.
Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis
sosiologis yaitu membandingkan antara teori dan prakieknya vang terjadi dilapangan,
Dalam pembahasan digunakan alat penpumpul data vait disamping studi dokumen juga
melakukan wawancara dengan pihak Perum Pepadaian Kanwil 1l Padang. Dari hasil
penclitian yang dilakukan terlihat bahwa Pelaksanaan Eksckusi Barang Jaminan Kredi
Angsuran Fidusia menwrot Surat Edaran Perum Pepadaian Nomor 11 Tahen 2005
tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu melalui prosedur lelang dan penjualan dibawah
tangan. Pelaksanaan eksekusi menurut Surat Edaran Perum Pegadaian Nomor 11 Tahun
2005 berdasarkan pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia
berarti pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomer 42 Tahun
1999 tentang jaminan Fidusia. Kendals yang dihadapi terdapat dua sisi yaitu cksternal
sepertl nasabah atau debitur bermasalah melakukan perlawanan dan barang jaminan tidak
berada di tempat kediaman debitur sedangkan internal seperti- tidak dilakukannya somasi
terhadap debitur bermasalah dan adanva pihak intermal vang menghalangi proses
ehksekusi. Guna perbaikan kedepan, maka perle dilakukan: a) Perlu peningkatan Sumber
daya Manusia di Pegadaian vang menangani masalah jaminan fidusia guna peningkatan
pelavanan kepada masvarakat, b) Perlu dilakukan penyuluhan kepada masvarakat
mengenal jaminan fidusia, supava masvarakat mengerti dan mengenai maslah jaminan
tidusia ite sendin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakangz Masalah

Dalam rangka peningkatan pembangunan di sepala bidang, pemenntah
mengintruksikan kepsda Badan Usaha Milik Negara (BUMMN) untuk menggalaksn
masvarakat agar kita menumbuhkan kembangkan perekonomian secar Usaha Kecil
dan Mikro, Sehingea wsaha kecil dan muikro  tersebut pendirian dan  fumbubh
kembangaya membutuhkan dana dalam benmk kredit ringan agar dapat berkembang
dengan baik Dana tersebut hiasanya dapat diperoleh melalus lembaga keuangean
bunk dan nonbank,

Salah satu Lembaga Kevanggan Non Bank vang memberkan kredir bagt
Usaha Kecil Mikro fersebut adalah Perum Pepedaian Perum Peoadaian memberikan
vemudahan bagl detitur (pihak vang meminjam vang} dengan sarana fidusia vaiu
barang vang dijadikan agunan dapat dipakasi atau berada ditanggan Debitur agar dapat
dimantaztkan guna kelancaran usaha Denpan burga yang relatif rendah dan asunan
pun berada ditangan debatur (pihak vang meminjam wang), maka di sampinpdampak
pasitif ada dampak negatif vaitu berpotensi terjadinva masalah dalam kredit tersebut
vantu berupa wanprestasinya Masabsh, Menurur Abdul Kadir Muhammad, wanpeastasi

adalah tidak memenuhi kewajihan vang telah ditetapkan dalam suatu penkatan, bak



perikatan vang timbul dan perjanjian maopun penkatan yang timbul karena Undeng-
undang’

Wanprestas: debitur {pithak vang meminjam veng) dalam penamian keedil
kreasi menimbulkan  kemungkinan ndak  tepatnya waktu  pengambelan  atau
pembaviran angsuran kredit tiap bulanya oleh nasabah, Tidak mampunya debitur
untuk mengembalikan pinjaman sesusi kesepakatan antara keeditur (pehak pezadaan)
dan debater (pthak vang meminjam uang) Apabila debitur tidak mampu lagi
membayar atau mengembalikan pinjaman sebasaimang yang telah disepakat dalam
penanjian antara pihak Perum Pegadaran selaku keeditur dan Penpusaha Mikmo Kecil
sebagal debitur maka sesuai dengan Pasal 29 sampar Pasal 34 Undang-Undang
MNomor 42 Tahun 1999 tentang Jamunan Fidusiz dapat dilskukan vpaya eksekusi,
Akan tetapn, pefaksanaan eksekust barang jaminan menurut S E Perum Pegadaian
Nomae 11 Tahun 2005 tedapat perbedaan dengan eksekosi barang jaminan menurul
Undang-undang Nomar 42 Tahuen 1999 tentang Jammnan Fidusia

Dalam hal hirarks atau ata vrutan dan norma-noma hukum, Hans Kelsen
mengemukakan  Stefonbauthcore yang terkenal dengan Swfenban dey Rechr
stutenbau artinya bangunan bertmekat-tmpkat atau betanggza. Menurut Hans Kelszn,
sistem hukum meropakan suatu proses yang teras-meneres, Dimulai dan yang

abstrak menjadi yang posinf, dan szlanjutnva sampar menjadi vang nyata (komdren).

1 ."!I'!l'.l'li-l Foadar Maimmnad .II"i'n':l':n'Iﬂ."frJIJ Hiakay pepiaen Pradret ||".¢lrr.ll..'.l,l'.'.-;_-'ull |rlrll'llll"||E{_|.|lllil_"'l"llll. e
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Fach, muiar dan proses relanf frefariveringsproces). terus ke proses possul {positive
rnpsprocest, selaniutmva ke prosesnvata feoncreferinesoroces|

Lain hal menurut Hans Kelsen semua norma hukum 1o merupakan sualu
kesatuan dengan strubtur piramida Menurut teon i, dasar depafitas) dan suaty
norma ada pada norma yany lebih tnm tingkatmya, Datam hal i yang paling tinm
adalah  apa  yang  dinamakanva  {espromesnorm atau Grmdnorm, Dan
Ulrsprmmngsnorm atau Commdmorm wvang sifatnyas masith relanf atau  abstrak i
ditsrunkan {dijabarkan) ke dalam norma vang positf, vang dissbutnya Gene rallmorm.
melanputnyva dan Generalinorm dindividualisasikan menpehh norma yang nyata
fhonkres) Yang disebut terakhir ind dinaman juga dengan Concreenarm.

Tean tersebut dizdops oleh Undang-Undang NMomor 10 Tahun 2004 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat {1} becbunyr,

Jderns dan feerarky Mevanran Permdang-undangan adalah sehagan berilan:

ISR LANar veearg sobno ik Indonesia Taln 19405

b Undang-Tindarg Peratiran Pemeriniah Pengeanti ndans-Tndang

o Peratran Peme sl

o Pevamran Presulen,

o Peraiinian Fracrah
Mamun dalam Pasal 7 ayar {4) Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2004 menvatakan
“lenis peramran perindong-andangan selaln sebagaimana dimaksud pada avar (1),

dhafuy  keberadaannya  dan  mempunyar belvatan hukum mensibar scpanjang

diperimahkan oleh perainran perandang-wadangan vang lebik tingai ™

= Aomirocdin Bvacil, Peasare-aefosean, Dasar, dende e Telnid Mosba ez, 1087
Raphis i Fes



Berdasarkan hal tersebut Surat Edaran Perum Pegadaian Nomor |1 Tahun
2005 hdak boleh bertentangan denpan Undang-Undang Nomor 42 Tahen (999
wntanyg Jammnan Fadusa, Undang-Undang Nomoe 42 Tahun 1999 menpakan
Lndang-undang vang berlaku khusus disamping Katab Undang-Undang Hukem
Perdata (KUH Perdata) yang berlake umom. Maka, dikenal azas "fex Specialls
deroeal Lex Cloneralis”

Ing meropakan hal yang menank vntuk dibahas secara mendalam karena
miasvarskat perlu mengetahu bagaimana pelaksanaan cksekusi barang jaminan dalam
kredit kreas dalam kaitanya dengan Undang-undanyg Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Tamman Fidusia. Faktor inilah yang menyebabkan penulis ferarik untuk mengetahuoi
lzbiby lamjut dengan mengangkamya ke dalam tubisan vang judul -

“PELARKSANAAN EKSERUSI BARANG JAMINAN PERJANIIAN KREDIT

ANGSURAN FIDUSIA PADA PERUM PEGADATAN KANWIL 1 PADANG™.

B. Perumusan Masalah
Sesual dengen judul proposal im tentang Pelaksanaan Fksekusi Barang
Jaminan Dalam Penanjian Kredit Angsuran Fidusia Pada Perum Pesadeian Kanwil 11
Padang, maka Penulis membatas: peeumusan masalih sebagai benkut
| Bagaimana Pelaksanaan Tksekusi Barang Jaminan Menurut Surat Edaran

Perumn Pegadsian Nomor [ Tahun 2005 dan Keahsahan Pelaksanaan Eksekus:



BAR I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, Pelaksanaan Eksekunsi Barang  Jaminan Kredit Angsuran  Fidusia

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2005

Eksekusi barang jaminan kredit angsuran fidusia mempakan suam
langkah terakhir dan tndakan penotp vang diambil oleb pibak kreditur dzlam
hal i Pegadaian terhadap debitur pihak vang meminjam dama kepada
Pepadaian) oleh karena pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya
schagaimana vang telah disepakati schelumnva. Bila menilik lebih jauh bahwa
perjaniian - vang telab  dibuat sebelumnya  tersebul berdaku  sejak a
menvepakatnval.  Hal ini  schagaimana dinvatakan dalam  Pasal ]340
KU HPerdata yang berbunvi: “Perjanjian hanva beraku antara pihak vana
membuaimya’”.

Ini berart babwa perjanjian vang dibiat oleh para pihak sebelumnva
hanya berlaku bagi mercka vang membuatnva vakni antara debitur {orang
vang menjaminkan barang fidusia) kepada pegadaian {sebasai pihak VAN
menvinjamkan dana’ kredimr). Pemyatasn diatas dipertesas lehih lanjut dalam

Pasal 1338 ayar (1) KUH Perdata. vang berbunyi - “Perjanjian yang dibuat



BAB IV

PENUTLP

o Kesimpulan

Pelaksanaan Eksekusi Barang Jamman Menurut Surat Edaran Perurm Pegadaian

“Momor 11 Tahun 2005 dimulas dan wpaya-upava persvasif, kemudian Somasi

(Pemngatan) terakhir dilakukan pelaksanaan pervitaan atau eksekuosi

beeabsahan Pelaksanaan Eksekusi Menurut Surat Edaran Perum Pegadaian Nomor

Il Tahun 2005 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jamunan Fidusie dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanan tile eksekutonal sebagaiman dimaksud dalan Pasal 15 avat (2]
Lindang-Undang Namor 42 Tabhun 1999 oleh Pensnma Frdusia;

b. Penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas  kekuasaan
Penerima  Fidusia sendin melalui pelelangan  wmum sertz mengambil
pelunasan prutangeya dan hasi| penjoalan:

¢, Penjualan dibawah tangan vang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemben

dan Penenma Fidusia pika denpgan cara demikian dapal. i hares

tertinggl vang menguntungkan para pihak. 5 B |
- PERPYY pabAS

e

Surat Edaran i bila ditilik dalam Pasal 7 avat {4) Llh%qu;_ ﬂw_-
Tahun2004 dapat dijadikan dazar hukam hilas HEprln_iﬂﬂl__‘.djl]-edl'l_:uk‘{Hl oleh undung-
undang,

boedala-kendala vang dihadapi pads pelaksanaan cksekusi barang janminan kredd

angsuran fidusia pada Perum Pegadaian Kanwil 11 Padang, dapar dibagi atas,



1.

&)

SECAra unmum

Iy Pada Saat Eksshusi Dijalankan, Pemobon Eksekusi Tiudak Mampu
Menunjuk Harta Kekavaan Terekzekust

2y Harang vang Ditunjukan Tidak Ditemukan

Yy Barang Objek Eksekus Ditanpan Prthak Kenga

1) Barang Objek Cksekust Berada D0 Luar Negan

Recara khusus

Iy Sistointemal, diantaranya: tdak dilakukannya somasi terhadap debitur
bermasalah. ndak didafiarkannya akia fidusia ke Departermnen Hukum dan

HAM. dan adanya pihak intemal vang menghalang proses eksekus:

21 Basecksternal, sepertt debiur bermasalah melakukan perlawanan. barang

panmunan tidak berads di tempat kediaman debitur dan barang jaminan dijuat

atan tiundah tangankan pada pshak kenpa

B. saran

Perlu penmekatan Sumbér days Manusie di Pegadaian vane menansan
masalah jarmnan fidusia puna peningkatan pelavanan kepada masyarakat
Perlu chlakukan penyuluhan kepada masyvarakal mengenm peminan fduesia,
supava masyarakar mengern dan meagena masalab jaminan fidusia i
sendin

Pemuennizh perly melakukan kerasama dalae bantuan hekum (ediciad
assevincet & bedang hukum perdata deppan Lembaga Bantuan Hukom

{LBH} untuk membarstu para debotr vang tersangkut perkara perdata



